BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 24 TAanUn 20214

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 32 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala
Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan
untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan
penyebaran/ penularan Corona Virus Disease 2019 yang
membahayakan kesehatan masyarakat;

b. bahwa Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa, periu disesuaikan dengan dinamika sosiologis
akibat bencana nonalam yaitu pandemi Corona Virus
Disease 2019 sehingga perlu diubah;

hahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaiksud daiam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa;

Q

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Infoimas dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

—

Mengingat
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4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) secbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No
183, Lembaran Negara Republik Indonesia No 6389);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54995
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
72 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1222),

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tabun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantaeng Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 32), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 33, 34, 35,
36, dan 37 sehingga berbunyi sebagai berikut: |

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;

2. Pemer@ntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan

DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;
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|

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyvarakat hukum
vang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pvmm'inmlmn. kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisterm pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistemn pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintalh Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga vang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyal
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
pemerintah Daerah;

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk
melaksanakan pemilihan Kepala Desa;

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk
Bupati pada tingkat Kabupaten dalam rangka mendukung
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengendalikan kelancaran
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten
agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih
menjadi Kepala Desa;

Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa;

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan
kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu
tertentu;

Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam
pemilihan Kepala Desa;
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19,

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnva disingkat DPS adalah
dafiar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Umum terakhir vang telah diperbaharui dan dicek
kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru:

vang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena vang bersangkutan belum
terdaftar dalam daftar pemilih sementara,

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar
pemilih vang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar

penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan
Kepala Desa;

.Daftar Pemilih Tetap Khusus yang selanjutnya disingkat DPT

Khusus adalah daftar pemilih yang disusun dan ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
sedangkan yang bersangkutan telah memenuhi svarat sebagai

pemilih sepanjang yang bersangkutan dapat memperlihatkan bukti-
bukti yang sah;

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala

Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan
dukungan;

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah
tempat dilaksanakannya pemungutan suara;

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat;

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana vang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang
bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang
dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD,
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakat
bersama Badan Permusyawaratan Desa;

Penduduk Desa setempat adalah penduduk Desa yang memiliki
Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki
tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan;

Tuna Netra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi

seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera
penglihatannya;
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99. Tuna Daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang
disebabkan oleh kelainan neuro-mascular dan struktur tulang yang
bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecclakaan, termasul celebral
palsy, amputasi, polio dan lumpuh;

30.Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang
selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang
dibentuk dengan keputusan Camat dalam rangka pengendalian dan
kelancaran penyenlenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah
Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

31. Elektronik voting atau pemungutan suara secara elektronik yang
selanjutnya disebut E-voting adalah pemanfaatan perangkat
elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat
suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara,
menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak
audit pada pelaksanaan pemungutan suara.

32. Hari adalah hari kerja.

33. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid 19
adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang
baru baru ini ditemukan dan menjadi pandemic di seluruh dunia.

34.Hand Sanitizer adalah cairan pembunuh bakteri yang yang
memiliki kandungan alkohol yang lebih banyak dibandingkan
dengan cairan disinfektan antara 60 %( enam puluh perseratus)
hingga 100 %( seratus perseratus).

35. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah
terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat
untuk membasmi kuman penyakit atau senyawa kimia yang
bersifat toksit dan memiliki kemampuan membunuh
mikroorganisme yang terdapat didalam celah atau cemaran
mineral.

36. Sub Panitia Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada
tingkat Kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa dan mengendalikan kelancaran
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten
agar berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

37.Sub panitia tingkat dusun adalah panitia yang dibentuk BPD pada

tingkat Dusun dalam rangka membantu tugas Panitia Pemilihan
Kepala Desa

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat
Kabupaten.
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(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :

a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten vaitu
bupati, pimpinan DPRD,  pimpinan  kepolisinn,  pimpinan
kejaksaan, pimpinan  satuan teritorial  Tentara Nasional
Indonesia tingkat Kabupaten;

b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 tingkat
Kabupaten; dan

¢. Unsur terkait lainnya.

{3) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019,
Bupati membentuk sub kepanitiaan tingkat kecamatan pada
panitia pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
avat (2) vang terdiri dari :

a. Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat,
pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional
Indonesia tingkat kecamatan;

b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 tingkat
kecamatan; dan

c. Unsur terkait lainnya.

(4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan
di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas
penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur
terkait lainnya;

b. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat
kabupaten;melakukan  bimbingan  teknis  pelaksanaan
pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa
tingkat desa;

c. menetapkan surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pembuatan surat suara dan pembuatan kotak
suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;menyampaikan
surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan
Jainnya kepada panitia pemilihan;

e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala
desa tingkat kabupaten;

f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala
desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada
Bupati;

g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
dan

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

(5) Sub kepanitiaan Pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di
Desa, calon Kepala Desa,

b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala
desa; dan
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c. menyampaikan hasil  pengawasan penerapan protokol
kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia
Pemilihan di Kabupaten; -

(6) Selain Panitia Pemilihan I(nlmpmvn. Bupati menetapkan Tim

Pendamping dan Tim Teknis E-voting.

(7) Tugas Tim Pendamping dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa,
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan bukan
anggota BPD yang berjumlah ganjil paling rendah 5 (lima) orang
dan paling tinggi 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan
keterwakilan wilayah Dusun.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan musyawarah untuk
menentukan susunan kepengurusan yang terdiri dari:

a. Kketua;

b. wakil ketua;

c. sekretaris;

d. Dbendahara; dan

e. anggota serta unsur lain apabila diperlukan.

{3) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas:

a. melakukan penjaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang
tumbuh dalam masyarakat;

b. menerima pendaftaran bakal calon dan kelengkapan
persyaratan administrasinya;

c. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon
Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;

d. menetapkan dan mengumumkan bakal calon Kepala Desa yang
memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti proses
selanjutnya;

e. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan
pemilihan berdasarkan tahapan pelaksanaan;

f. melaksanakan ujian saringan bakal calon bersama Panitia
Permilihan Kabupaten;

g. melaksanakan Pendaftaran Pemilih;

h. mengajukan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa

kepada BPD,;

menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa yang
berhak dipilih;

melaksanakan pemaparan visi misi Calon Kepala Desa;
melakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
menetapkan daftar pemilih tetap;

. menetapkan tata tertib kampanye;

melaksanakan Pemungutan Suara;
membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai
dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

p. menyampaikan berita acara pemilihan dan laporan

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD; dan

q. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
kepada BPD.

=T

czgrFEw

(4) Tugas dan tanggung jawab unsur dalam kepanitiaan dirumuskan

dan ditetapkan oleh panitia melalui keputusan Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa.
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a Pemilihan Kepala Desa yang berhalangan atau

(5) Anggota Paniti ' :
a dapat diganti atas usul Ketua

tidak dapat melaksanakan tugasny
Panitia Pemilihan kepada BPD.
(6) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai kewajiban:
a. memperlakukan para calon sccara adil dan setara;
b. melaksanakan dan memonitoring serta mengendalikan semua
tahapan pemilihan kepala desa sccara tepat waktu;
c. menvampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap
pelaksanaan pemilihan termasuk hasil pemilihan kepala desa;

dan
d. mmnpcrtanggungjawabkan penggunaarn

(7) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus disease 2019, BPD

membentuk Sub Panitia Tingkat Dusun pada Panitia Pemilihan

Kepala Desa yang beranggotakan paling tinggi 5 (lima) orang per
Dusun dari warga penduduk Dusun setempat.

anggaran kepada BPD.

(8) Sub Panitia Pemilihan Tingkat Dusun sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) bertugas:

a. membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan
pendaftaran calon pemilih;
b. membantu panitia mendistribusikan ~ surat panggilan pada
calon pemilih berdasarkan DPT;
C. r];embantu panitia melaksanakan pemungutan suara di tingkat
usun.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah sehi .
sebagai berikut: ingga berbunyl

Pasal 25

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh BPD, panitia
pemilihan, para Cz?lf)n Kepala Desa/saksi, Panitia Pemilihan
Kabupaten, Sub Panitia Kecamatan dan Tenaga Teknis.

(2) Pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon
Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan.

(3) Pempukaan rapat perru‘lihan calon kepala desa dapat dimulai
ia)palt.)tx.la I’)celal'; éhhadlri oleh BPD, para Calon Kepala Desa/ s,aksi1

anitia Pemilihan Kab iti .
ey upaten, Sub Panitia Kecamatan dan Tenaga

(4) Setelah membuka ra ili iti i

' pat pemilihan, Panitia Pemilihan i
penjelasan tentang tata cara pemberian suara yang benrzsmbenkan

Diantara BAB IIl dan BAB IV disisi AB
. 1 i
sehingga berbunyi sebagai berikuts':lSlpkam ! feat) B NS SIS S

BAB IlIA

p
EMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Diantara P .

37A. Pasal?{a}lg 3;/&2:1113?2(1:55}1) 38 1del”srisipkan 7 (tujuh) Pasal yaitu Pasal
: ’ , Pasal 37D, Pasal 37E %

sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut " Pasal 37F, Pasal 37G
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Pasal 37A

w1 pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud

1) Pelaksanaan Tahap: : :
a ; encana nonalam Corona Disease 2019

dalam Pasal 9 dalam kondisi b
dilakukan dengan penerapan prolokol ‘kcschatz.m

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi: _

a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur
pelaksana paling tinggi 37,3 °c (tiga puluh tujuh koma tiga
derajat celcius); ‘

b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang meputupl
hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pchr!d'ung
wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan
Kepala Desa dan pemilih;

c. penvediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan
sarung tangan sekali pakai; )

d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga
jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar
ruangan;

f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;

g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;

h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan
penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;

i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga
jarak;

j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan
darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel
yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari
satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 tingkat
Desa; dan

k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai
dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 37B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia
pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 37C

(1) Tahap pe.ncal.onan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
{(ang mehputlnkeg.latan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan
2 P:Ir]ne};anye wa_ptb 1c(hllalkukan dengan penerapan protokol kesehatan
\erapan protokol kesehatan sebagaim i < |
paling sedikit meliputi: R =
a. ﬁada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan
b:rr]rtlpinl)('e,_ calon Kepala Desa dilarang melakukan segala
sulitu €giatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan
menglﬁednéiga Jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan
= e .
M. g ssa pendukung baik di dalam maupun di luar
b. i
Il)adgiﬁiitan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
. g melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan

seni budaya, pawai
y 'al kendaraan bermotor serta kegiat:
lomba dan olahraga bersama: cpatan
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2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media
cetak dan media elektronik dan/atau media sosial,

3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana
dimaksud pada angka (2), dapat dilaksanakan dengan
membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima
puluh ) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih,
dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah
disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala
Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon
Kepala Desa;

5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair,
hand sanitizer, disinfektan berbasis alcohol 70% (tujuh
puluh perseratus) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;
dan

6. calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif
terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam
kegiatan Kampanye.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus
Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

(4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihadiri oleh:

a. Calon Kepala Desa;

b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua
dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;

c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten,

d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat Kecamatan;

e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang
kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona
Virus Disease 2019 Desa; dan

f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa.

(5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 37D

(1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan
dengan mekanisme kegiatan meliputi:

a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar
pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;

b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan
Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung
antara panitia dengan pamilih;

c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan
jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang
telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir
waktu pemungutan suara;

d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi
demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019
serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan
memperhatikan penerapan jaga jarak;

e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta
dengan menggunakan alat tetes; dan

f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang
disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap
zat cair.
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(2) Saat proses penghitungan suara, dihadiri oleh:
a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
b. panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil
ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten;
e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat Kecamatan;
f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang
kesechatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona
Virus Disease 2019 Desa; dan
g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
(4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau
virtual/elektronik.
(5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara
langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
a. calon kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
b. forum komunikasi pimpinan daerah tingkat Kabupaten;
Cc. camat;
d. perangkat acara; dan
e. undangan lainnya.
(6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling
banyak dihadiri 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 37E

(1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain
yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37A sampai dengan Pasal 37D dikenai sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis ;

c. teguran tertulis II; dan
d. diskualifikasi.

(3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain
yang terlibat oleh panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dikenakan kepada panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
oleh sub kepanitiaan Tingkat Kecamatan.

(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan
tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan
Kepala Desa tingkat Desa.

(6) Sanksi teguran tertulis Il sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati
berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten atas laporan dari panitia tingkat Kecamatan.

(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan
rekomendasi dari panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat
Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat Kecamatan
dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.
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Pasal 37F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Coronq Virus Disec_zgg
2019 Tingkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia
pemilihan Kepala Desa Tingkat I(ab.upatt'an dapat menunda
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol
kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019
tidak dapat dikendalikan.

Pasal 37G

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada
Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal
Bina Pemerintahan Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14
(empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan
suara dan perhitungan suara; dan

b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14
(empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan
Kepala Desa terpilih.

7. Diantara Pasal 44 dan 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 44A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A
Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana
nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa
status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaen

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 27 ™Ma 2020
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BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DIiSA
DENGAN RAHMA'T TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang: a. bahwa pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Dcsa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
' perundang-undangan yang lebih tinggi dan dengan
perkembangan saat ini, maka perlu mengganti Peraturan
Bupati tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959  tentang
Pembentukan  Dacrah-daerah  Tingkat I di  Sulawes
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822); '

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 201] tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara . Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusar  dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi:
Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran  Negars
Republik Indonesia Nomor 43438);

. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 teritang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indoresia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4843);

N
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0.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomorl221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Dacrah;

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan
pemilihan Kepala Desa;

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada
tingkat Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa dan mengendalikan kelancaran penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten agar berjalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,;

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditctapkan

oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala
Desa;

Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baruy;

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan

usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam
daftar pemilih sementara;

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan
identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;

Daftar Pemilih Tetap Khusus yang selanjutnya disingkat DPT Khusus
adalah daftar pemilih yang disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sedangkan yang bersangkutan telah

memenuhi syarat scbagai pemilih sepanjeng yang bersangkutan dapat
memperlihatkan bukti-bukti yang sah;

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa
untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara;

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;

A}okasi ‘Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang
dialokasikan olch Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang
bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus;

e e oy ey e

Dipindai dengan CamScanner



25.

26.

27,

28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

(1)
(2)

(3)

(4)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
discpakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa;

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
olech Kepala Desa sctelah dibahas dan  disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;

Penduduk Desa sctempat adalah penduduk Desa yang memiliki Kartu

Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang
sah sebagai penduduk Desa bersangkutan;

Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya
disebut Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dengan
keputusan Camat dalam rangka pengendalian dan kelancaran
penyenlenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar

berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Elektronik voting atau pemungutan suara secara elektronik yang
selanjutnya disebut E-voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik
guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan
suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara,

memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan
suara.

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah nama
sebuah angkatan perang dari Negara Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI
adalah Kepolisian Nasional Indonesia yang bertanggungjawab langsung
dibawah Presiden. ;

Tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau
hambatan dalam indra penglihatannya.

Tunadaksa adalah kelainan pada anggota tubuh yang berhubungan
dengan fungsi otot, tulang, dan sendi sehingga menyebabkan terganggunya
komunikasi, koordinasi antar anggota tubuh, mobilisasi atau pergerakan,
adaptasi, serta perkembangan keutuhan pribadi.

Hari adalah hari kerja.

BAB II
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan sccara serentak dengan menggunakan
metode E-voting.

Pemilihan Kepala Desa secara screntak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan bergelombang selama 3 (tiga) kali.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada
setiap gelombang.

Permlihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan wakty
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagai berikut:
a. gelombang I (pertama) terdiri dari:

1. Desa Barua;
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(5) Pemilihan Kepala Desa serentak

Desa Ulugalung;

Desa Bonto Marannu;
Desa Bonto Tallasa;
Desa pa’jukukang;
Desa Batu Karaeng;
Desa Rappoa;

Desa Pattaneteang; dan
Desa Bonto Cinde.

elombang Il (kedua) terdiri dari:

Desa Bonto Jai;

Desa Bonto Loe;

Desa Bonto salluang;
Desa Mappilawing;
Desa Pa’bumbungang;
Desa Mamampang;
Desa Parang Loe;
Desa Kampala;

Desa Pa’bentengang;

. Desa Bonto-bontoa;

. Desa Pattallassang;

. Desa Balumbung;

. Desa Nipa-nipa;

. Desa Papan Loe;

. Desa Lumpangang;

. Desa Bonto Rannu;

. Desa Bonto Daeng;

. Desa Bonto Lojong;

. Desa Tombolo;

. Desa Kaloling;

. Desa Bonto Bulaeng;

. Desa Bonto Majannang;

. Desa Bonto Maccini;

. Desa Bonto Tiro; dan
25.

c. gelombang III (ketiga) terdiri dari:

Desa Kayu Loe.

Desa Lonrong;

Desa Labbo;

Desa Bonto Tappalang;
Desa Biangkeke;

Desa Biang Loe;

Desa Borong Loe;

Desa Baruga;

Desa Bonto Tangnga;
Desa Bajiminasa;

Desa Layoa;

Desa Bonto Karaeng; dan
Desa Bonto Mate’ne.

sccara bergelombang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu 2 (dua) tahun.

-

Pasal 3

(1) Dala_n_1 hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang, Bupati menunjuk
Penjabat Kepala Desa.
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(2) Penjabat Kepala Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
Camat kepada Bupati, yang berasal dari Aparatur Sipil Negara di lingkup
Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan Aparatur Sipil Negara sebagai penjabat Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a. mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan;
b. sanggup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa; dan
c. sanggup memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua
tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa
terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
c. menetapkan surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi pembuatan surat suara dan pembuatan kotak suara serta
perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan
pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; '
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat
kabupaten;
g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan
melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

(3) Selain Panitia Pemilihan Kabupaten, Bupati menetapkan Tim Pendamping
dan Tim Teknis E-voting.

(4) Tugas Tim Pendamping dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak
ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan calon terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan
sebagai calon Kepala Desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

(4) Permohonan cuti Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati
melalui Camat.

. Pasal 6

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
diberi cuti terhitung scjak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon

Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penectapan calon
terpilih.

Dipindai dengan CamScanner



agaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh

2) Tugas pcerangkat Desa seb
() gk . g ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

perangkat Desa lainnya yan

(3) Permohonan cuti Perangkat Decsa disampaikan sccara tertulis kepada

Kepala Desa.

Pasal 7

(1) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Pejabat pembina kepepawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Gubernur bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi;
b. Bupati bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten; dan _
c. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen  bagi
Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal.

(3) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan
sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan
hak sebagai Aparatur Sipil Negara.

(4) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan
Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 8

(1)« Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala
Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sejak yang
bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

(2) Pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD.

(3) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala
Desa harus diberhentikan dari keanggotaan BPD sejak yang bersangkutan
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 9

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan,;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.
BAB III
PELAKSANAAN
B Bagian kesatu
Persiapan
Pasal 10

(1) Kegiatan persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terdiri atas:;
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(2)

3)

(1)

)

3)

a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa m.cngcnai akan berakhirnya
masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum berakhirnya masa jabatan; ' -

b. penyampaian Laporan Penye]enggaratam Pt;mepntahan Des.a akhir masa
jabatan Kepala Desa kepada Bupal melalui Camat paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya; _

c. BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat
Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyara.kat;

d. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan
dengan Keputusan BPD; . N

e. rapat dalam rangka memutuskan serta menetapkan Panitia Pemilihan
dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya Y2 (satu per
dua) dari jumlah angota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan
asas musyawarah untuk mufakat dan bila tidak ditemukan kata
sepakat maka dapat dilakukan voting dengan didasarkan atas suara
terbanyak; .

f. keputusan BPD tentang penctapan Panitia Pemilihan bersifat mengikat
dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

g. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pcmilihan kcpada
BPD berdasarkan jumlah anggaran pada rekening belanja kegiatan
pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa;

h. persetujuan biaya pemilihan dari BPD dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Penitia Pemilihan;

i. penyampaian rencana anggaran biaya pemilihan berdasarkan
persetujuan BPD oleh Panitia Pemelihan kepada Pemerintah Desa.

Dalam hal BPD tidak melakukan kewajibannya membentuk Panitia
Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka Bupati
melalui Camat dapat mengambil alih kewenangan Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa;

Panitia Pemilihan yang dibentuk Bupati melalui Camat ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Panitia Pcmiliban terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan bukan anggota BPD yang
berjumlah ganjil paling rendah 5 (lima) orang dan paling tinggi 9 (sembilan)
orang dengan memperhatikan keterwakilan wilayah Dusun,

Panitia Pemilihan melaksanakan musyawarah untuk menentukan susunan
kepengurusan yang terdiri dari:

ketua;

wakil ketua;

sekretaris;

bendahara; dan

anggota serta unsur lain apabila diperlukan.

paoos

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan penjaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbu-h
dalam masyarakat;

b. menerima pendaftaran bakal calon dan kelengkapan persyarat
administrasinya; _

c. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala
Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;

an
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d. menetapkan dan mengumumkan bakal calon chalq Desa yang
memenuhi  persyaratan administrasi  untuk mengikuti proses
selanjutnya; N

c. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan
berdasarkan tahapan pelaksanaan; o .

f. melaksanakan ujian saringan bakal calon bersama Panitia Permilihan
Kabupaten;

g. melaksanakan Pendaftaran Pemilih;

h. mengajukan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada

BPD;
menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak
dipilih;
melaksanakan pemaparan visi misi Calon Kepala Desa;
melakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
menetapkan daftar pemilih tetap;
. menetapkan tata tertib kampanye;
melaksanakan Pemungutan Suara;
membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan
selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
menyampaikan berita acara pemilihan dan laporan pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa kepada BPD; dan
9. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada BPD.

(4) Tugas dan tanggung jawab unsur dalam kepanitiaan dirumuskan dan

ditetapkan oleh panitia melalui keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.

-

opgrmT

T

(5) Anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan atau tidak dapat
melaksanakan tugasnya dapat diganti atas usul Ketua Panitia Pemilihan
kepada BPD.

(6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

kewajiban:

a. memperlakukan para calon secara adil dan setara;

b. melaksanakan dan memonitoring serta mengendalikan semua tahapan
pemilihan kepala desa secara tepat waktu;

¢. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan
pemilihan termasuk hasil pemilihan kepala desa; dan

d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD.

Bagian kedua
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 12

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: )

8 warga negara Republik Indonesia:

b.  bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

€. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republil
Indonesia dan bhinneka tunggal ika; )

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama

B atau
sederajat;
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c¢.  berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar:

. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

2. bersedia menjadi penduduk dan bertempat  tinggal di Desa sctempat pada
saat terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa;

h.  tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

1. tidak permah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tabun
atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun sctelah selesai menjalani pidana penjara
dan mengumumkan secara Jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku  kejahatan
berulang-ulang;

J.  udak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat dan bebas Narkoba;

I udak pernah scbagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

m. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparat Sipil
Negara, TNI/POLRI;

n. tidak sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

0. bagi Aparat Sipil Negara yang ikut mencalonkan diri harus mendapatkan

izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian; dan

p. bagi TNI/POLRI yang ikut mecncalonkan diri harus. mendapatkan izin
tertulis dari pejabat atau atasan yang berwenang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Panitia pemilihan melakukan konsultasi mengenai pencalonan Kepala
Desa kepada BPD, Panitia Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan.

(2) Setelah melakukan konsultasi ditetapkan jadwal penjaringan bakal calon
Kepala Desa.

(3) Penjaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan dengan mengumumkan
dan membuka pendaftaran selama 9 (sembilan) Hari terhitung scjak
pengumuman pendaftaran. ‘

|
|

(4) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan menjadi calon
Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dan melampirkan
persyaratan sebagai berikut:

a. surat keterangan scbagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari
pejabat tingkat Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Capil);

b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat
oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

C. surat pernyataan memcegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas
kertas segel atau bermaterai cukup;

d. foto copy ljazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah
terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat
pernyataan dari pejabat yang berwenang;

c. foto copy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang
dilegalisasi oleh pejabat berwenang; .

f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa'yang dibuat
oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

g. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang di legalisasi olch pejabat
berwenang; ‘

h. foto copy Kartu Keluarga yang di lcgalisasi oleh pejabat berwenang;

Dipindai dengan CamScanner



“19

(6)
(7)

8)

)

(10)

i. surat keterangan bertempat tinggal sementara pada saat pendaftaran
darn RT/RW vang diketahui oleh Kepala Dusun dan disahkan oleh
Kepala Desa setempat, bagi yang berdomisili di luar Desa setempat;

j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
atau lebih;

k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak scdang
dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai hukum tetap;

1. surat keterangan berbadan sehat dan surat keterangan bebas narkoba
dari rumah sakit umum daerah kabupaten;

m. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;

n. laporan harta kekayaan;

o. surat keterangan dari Pemecrintah Daerah bahwa yang bersangkutan
tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

p. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi
Kepala Desa sclama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau
bermaterai cukup;

q. surat keterangan izin dari pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon
yang berstatus Aparat Sipil Negara;

r. surat Keterangan izin dari atasan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi calon dari anggota TNI/POLRI;

s. surat pernyataan pengunduran diri bagi calon dari pimpinan dan
anggota BPD;

t. daftar riwayat hidup;

u. surat keterangan dari Camat bahwa telah menyampaikan LPPD akhir
masa jabatan bagi Kepala Desa dan mantan Kepala Desa:

v. pas foto berwarna sesuai kebutuhan panitia; dan

w. surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di
Desa setempat pada saat terpilih, bagi calon yang berdomisili di luar
Desa setempat.

Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif
sesuai persyaratan yang ditetapkan dengan melakukan klarifikasi kepada
instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari
masyarakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak
pengumuman pendaftaran sampai penetapan Bakal Calon.

Hasil pemeriksaan berkas diberitahukan secara tertulis kepada para bakal
calon, paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal penctapan Bakal Calon.

Apabila bakal calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak
memenuhi syarat maka diberikan kesempatan untuk melengkapi atau
memperbaiki berkas pencalonan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak saat
pemberitahuan hasil pemeriksaan berkas oleh panitia.

Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan ulang perbaikan berkas bakal
calon sckaligus menentukan hasil pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian berkas panitia pemilihan
menetapkan dan mengumumkan bakal calon yang memenuhi s

" ; yarat yang
dituangkan dalam berita acara penetapan Eakal Calon,

Penctapan dan pengumuman Bakal Calon oleh panitia bersifat final d

. an
mengikat.
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Paragraf 2
Penyaringan dan Penctapan Calon

Pasal 14

(1) Bakal Calon yang sudah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya
dilakukan penyaringan.

(2) Dalam upaya untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam
pelaksanaan penyaringan Bakal Calon maka pada kegiatan tersebut
melibatkan/difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

(3) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan melaksanakan wjian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes.

(4) Lokasi, tempat pelaksanaan yjian/tes tertulis dan wawancara atau
psikotes ditentukan berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dan
Panitia Pemilihan Kabupaten.

(5) Pelaksanaan ujian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes difasilitasi
oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan hasilnya disampaikan kepada
panitia pemilihan.

(6) Terhadap Bakal Calon yang tidak mengikuti ujian/tes tertulis dan
wawancara atau psikotes berdasarkan jadwal karena berhalangan atau
alasan tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang
berwenang, maka dapat mengikuti ujian susulan.

(7) Terhadap Bakal Calon yang tidak mengikuti ujian susulan sebagaiman
dimaksud pada ayat (6) maka Bakal Calon tersebut berada pada urutan
rangking terakhir dari keseluruhan jumlah Bakal Calon.

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil ujian/tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(5) Panitia Pemilihan menetapkan calon yang berhak dipilih paling rendah
2 (dua) calon dan paling tinggi 5 (lima) calon sesuai urutan rangking, yang
dituangkan dalam Berita Acara Penetapan calon yang berhak dipilih.

(2) Terhadap Calon yang berhak dipilih selanjutnya dilakukan undian secara
terbuka untuk menetapkan nomor urut calon.

(3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri
oleh para Calon.

(4) Penetapan nomor urut calon sebagimana dimaksud pada ayat (2) bersifat
final dan mengikat.

(5) Calon yang sudah ditetapkan nomor urutnya, selanjutnya menyampaikan
atau memaparkan visi misi berdasarkan nomor urutnya.

(6) Nomor urut dan nama calon yang telal} ditetagkag disusun dalam daftar
calon dan diumumkan paling lama 7 (tujuh) Hari scjak tanggal ditetapkan.

(7) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
dibenarkan mengundurkan diri.
(8) Terhadap calon yang sudah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih

. diantaranya meninggal d i
umlahnya 2 (dua) calon, salah satu ya meninggal duania maka
Jtaglapar?y;clak(sanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.

:rhak dipilih meninggal dunia sebaga;
(9) Terhad calon yang berha : agaimana
) dir;aisi% pada ayat (8) maka pada surat suara elektronik berisi nomor
urat calon, foto calon memuat gambar kosong, dan nama. calon kosong,
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Paragraf 3
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 16

(1) Pemilih yaitu warga Desa bersangkutan yang pada hari pemungutan suara

pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
telah/pernah menikah.

(2 Untuk.dapaft' menggunakan hak memilih warga Desa harus terdaftar
sebagai pemilih,

(3) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga Desa harus memenuhi syarat:
a. terdaftar sebagai penduduk Desa bersangkutan secara sah paling
lambat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan
dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan terdaftar sebagai
gt.en.iiuduk Desa bersangkutan dari Dinas Kependudukan dan Catatan
- 1p1l;
b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) Warga Desa yang memenuhi syarat scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, terdaftar sebagai penduduk Desa bersangkutan secara sah paling
lambat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS terhitung sejak tanggal
penerbitan Kartu Keluarga (KK) di Desa bersangkutan.

Pasal 17

(1) Setelah dilakukan pendaftaran pemilih, daftar pemilih dimutakhirkan dan
divalidasi oleh panitia pemilihan.

(2) Pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan data DPT Pemilu terakhir dan hasil pendaftaran pemilih.

(3) Berdasarkan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS dan
disampaikan/ diumumkan secara terbuka untuk mendapatkan perbaikan.

(4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh panitia
pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam
jangka waktu selama 3 (tiga) Harl.

(5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilih atau
anggota keluarga dapat mgnga_lukan usul perbaikan mengenai penulisan
nama dan/atau identitas lainnya.

. : i sebagaimana dimaksud pada ayat (5
: rbaikan dan informasi se 1d pada aya (5)
(6) gilisll_)ilrilau:nui lf: panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 18

. daftar, secara aktif melapor kepada Panitia
1) Pemilih yang belum teI , :
. pgrmnzliharf mcglalui Rukun Tetangga/Rukun Warga .
. . ana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih
(2) Pemilih sebagaima enuhi persyaratan dan dicatat paling lama 3 (tiga)

tambahan selama mem P empat yang mudah terjangkau oleh
n . kan pada
Hari serta diumum

masyarakat.
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Pasal 19

(1) Panitia Pemilihan menet;
diperbaiki dan Daftar P\thl)kiln
Ketua BPD dan disaksi)

e o dan nu.’n;:umgmkan DPS yang sudah
' Tambahan sebagai DPT yang dikctahui oleh
! an scluruh Calon Kepala Desa

(2) DPT sebagaimana dimaksu '

strategis di Desa unul dik(-mlp“d” ayat (1), diumumkan di tempat yang

Wi oleh masyarakat,
an Panitia Pemilihan tidak dapat diubah.

4) Pcmilih y :
@) syarat 13;”}5(;"31“}1 terdaftar dalam DPT dan ternyata tidak lagi memenuhi
o Hdak dapat menggunakan hak pilihnya.

(5) Apabila ad; ili
bérsangkutznp(iz;;];h yang bc]gm terdaftar dalam DPT, sedangkan yang
bersangkutan 4. l’ memenuhi _Syarat scbagai pemilih sepanjang yang

apal memperlihatkan  bukti-bukti yang sah maka

bersangkutan d g
hak pilighnya. apat didaftar dalam DPT Khusus dan dapat menggunakan

(3) DPT yang sudah ditetapk

6) DPT K - .
©) diket;\;“zlis;ihsf{baglmana dimaksud ayat (5) ditetapkan Panitia Pemilihan
etua BPD dan disaksikan seluruh Calon Kepala Desa.

(7) };;312;:;::2121 DPT  Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
an dan ditetapkan paling lama 1 (satu) Hari sebelum
pemungutan suara.

Pasal 20

Pada saat pemilihan dilaksanakan setia ili i i
: ' : p pemilih harus hadir dan tidak b
diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun. l oleh

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 21

(1) Pansia pemilihan memfasilitasi pelaksanaan kampanye para calon Kepala

Desa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondis;

sosial budaya masyarakat setempat;

b. pelaksanaan kampanye berdasarkan nomor urut calon yang berhak
dipilih atau sesuai kesepakatan dan masa kampanye berakhir paling
lama 3 (tiga) Hari scbelum pemungutan suara;
jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan dan
memperhatikan usul dari calon kepala desa;

d. kampanye dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah

antar calon kepala desa; dan -
kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta

\

bertanggung jawab.

) Kampanye dapat dilaksanakan mclalui:
pertemuan terbatas;
tatap muka dan dialog;
penyebaran melalui me
penyebaran bahan kampar
pemasangan alat peraga di tempat
rapat umum; dan

dia cetak dan media elektronik;

panyc kcpada umum,;
umui,

mo Qoo
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(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(1)

(2)
(3)

. kegiata i .
g glatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

]r?fil?‘m pClal(§anaan kampanye, Calon Kepala Desa menyampaikan visi dan
1 secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

Kampanye pertemuan/rapat/tat i c : .
Calon Kepala Desa. pat/tat ¢ muka harus dilakukan langsung oleh

Penyampgian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib,
dan bersifat mendidik.

Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik pihak
lain harus seizin pemilik tempat tersebut.

Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lama 3 (tiga) Hari
sebelum hari pemungutan suara.

s “Pasal 23

Dalam kampanye dilarang: a e

a. mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;

b. mempersoalkan dasar negara pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa

. lainnya; .

d. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok
masyarakat;

e. menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;

f. mengadakan pawai dan arak-arakan kendaraan yang mengganggu
keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;

h. menggunakan fasilitas Pemerintah/Pemerintah Desa, tempat ibadah,
dan tempat pendidikan; dan .

i, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
mcmpengaruhi pemilih.

Masa tenang selama 3 (tiga) Hari s‘ebelum hari dan tanggal pemungutan
suara. '

Bagian ketiga
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Pemungutan suara

Pasal 24

Pelaksanaan pcmungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia
claksa

: i dil.
berjalan jujur dan & . .
dan’ : tan dan penGhitungan suara mengginakan sistem E-votmg.
tan B = .
I?emungu suara dilaksanakan di 'T}*‘S yang lokasi, bentuk, dan tata letak
gc,tmutr‘;% z:n Jitetapkan oleh panitia pemilihan.
iten
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(4) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(5) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat
suara elektronik yang berisi nomor, foto, dan nama calon.

(6) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan
menyentuh/menekan nomor urut, foto atau nama salah satu calon dalam
surat suara elektronik pada alat E-voting.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan, para
Calon Kepala Desa/saksi, Panitia Pemilihan Kabupaten, Tim Fasilitasi
Kecamatan dan Tenaga Teknis.

(2) Pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa
yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan.

(3) Pembukaan rapat pemilihan calon kepala desa dapat dimulai apabila telah
dihadiri oleh BPD, para Calon Kepala Desa/saksi, Panitia Pemilihan
Kabupaten, dan Tenaga Teknis.

(4) Setelah membuka rapat pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan
penjelasan tentang tata cara pemberian suara yang benar.

Pasal 26

(1) Panitia Pemilihan bersama para Calon/Saksi, Panitia Pemilihan
Kabupaten, dan Tenaga Teknis memeriksa peralatan E-Voting.

(2) Tenaga Teknis membuka aplikasi E-voting di setiap bilik untuk
mengosongkan data disaksikan Panitia pemilihan, para Calon/saksi, BPD,
Panitia Pemilihan Kabupaten dan memperlihatkan hasil print out kepada
para pemilih. ’

(3) Hasil print out pengosongan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditanda tangani oleh panitia pemilihan dan para calon/saksi.

Pasal 27

(1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan
berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih
melakukan registrasi untuk memastikan pemilih terdaftar dalam DPT dan
belum menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan surat panggilan
memilih, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan
sebagai bukti penduduk Desa bersangkutan dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil.

(8) Dalam hal penggunaan perangkat e-verifikasi dalam melakukan registrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka registrasi pemilih
menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

(4) Setetah melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih
diberi sebuah kartu pada alat E-voting (smart card reader) oleh panitia
pemilihan. :
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(5) Setelah menerima Kkartu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih
menuju bilik suara dan memasukkan kartu pada alat E-voting (smart card
reader), selanjutnya memasuki bilik suara untuk menyentuh atau
menckan gambar calon pada alat monitor komputer.,

(6) Pemilih yang keliru dalam memberikan hak suara dapat meminta bantuan
kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten atau orang lain
atas permintaan pemilih.

(7) Setelah memberikan hak suara (menyentuh atau menckan tanda gambar
calon pada alat monitor komputer), pemilih mengambil hasil/struk print
out kemudian memasukkan kedalam kotak audit yang disediakan.

Pasal 28

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan menjaga
agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara
dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun,
serta menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan
tertib dan teratur, menjamin agar tata demokrasi pemilihan berjalan
dengan lancar dan aman sesuai aspirasi masyarakat.

(2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik serta
halangan lainnya pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh
panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.

(3) Panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebgaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 29

(1) Dalam hal pemilih tidak membawa surat panggilan memilih, Kartu Tanda
Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan sebagai bukti
penduduk Desa bersangkutan karena hilang/rusak, yang bersangkutan
tetap dapat diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan
menunjukan Kartu Keluarga (KK) alamat Desa setempat.

(2) Pemilih yang hilang/rusak surat panggilan, Kartu Tanda Penduduk
elektronik (e-KTP) atau surat keterangan sebagai- bukti penduduk Desa
bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melapor kepada
panitia pemilihan.

(3) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diberikan kesempatan pada jam terakhir pelaksanaan
pemilihan.

Pasal 30

(1) Panitia Pemilihan menutup pemilihan berdasarkan waktu yang telah
ditetapkan.

(2) Apabila batas waktu rapat telah selesai, pemilih yang berada di TPS masih
ada yang belum memberi suara maka penutupan ditunda sampai
selesainya pemilih memberikan hak suaranya.

(3) Apabila semua pemilih telah memberikan hak suara dan batas waktu
penutupan pemilihan belum selesai maka pemilihan dapat ditutup
berdasarkan kesepakatan para calon, panitia, BPD, dan Panitia Pemilihan
Kabupaten.
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Paragraf 2
Penghitungan Suara

Pasal 31

(1) Setelah pemungutan suara ditutup, panitia pemilihan mempersilahkan
tenaga teknis menutup aplikasi dan menampilkan perolehan suara
masing-masing calon disetiap bilik.

(2) Untuk melihat perolehan suara masing-masing calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menampilkan hasil
pemungutan suara pada alat E-voting disetiap bilik.

(3) Menampilkan hasil perolehan suara masing-masing calon pada alat E-
voting disetiap bilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan olch
Tenaga Teknis disaksikan oleh panitia pemilihan, para Calon/saksi, BPD,
Panitia Pemilihan Kabupaten.

(4) Setelah melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim
Teknis mencetak/print out hasil perolehan suara dari masing-masing bilik
suara.

(5) Hasil cetakan/print out perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan para calon/saksi.

(6) Setelah hasil cetakan/print out perolehan suara ditandatangani
sebagaimana pada dimaksud ayat (5), panitia pemilihan melakukan
rekapitulasi jumlah perolehan suara masing-masing calon.

(7) Hasil rekapitulasi jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan para calon/saksi.

(8) Setelah hasil rekapitulasi perolehan suara ditanda tangani sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), panitia pemilihan mengumumkan hasil perolehan
suara masing-masing Calon.

Pasal 32

(1) Setelah pengumuman hasil perolehan suara masing-masing Calon
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8), panitia pemilihan
menyusun Berita Acara dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita
Acara.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Panitia Pemilihan dan Calon/saksi.

(3) Dalam hal penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ada Calon/saksi tidak bersedia untuk bertandatangan, maka
Berita Acara dinyatakan sah.

Pasal 33

(1) Dalam hal ada keberatan dari Calon yang dipandang sangat beralasan
terhadap hasil penghitungan suara, Bupati .dapat memerintahkan kepada
paniﬁa pemilihan untuk menghitung ha§1l pemungutan suara sccara
manual dengan cara membuka kotak audit dan menghitung struk/hasil

cetak alat E-voting.
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(2) Keberatan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima
apabila terjadi perbedaan hasil rckapitusi perolehan suara hasil E-voting
dengan jumlah pemilih yang meberikan suara.

(3) Penghitungan secara manual scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
disaksikan oleh para Calon/Saksi, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten.

(4) Dalam hal hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat E-voting, maka apabila
hasil penghitungan suara yang tertuang dalam rckapitulasi perolehan
suara hasil E-voting lebih banyak atau sama dengan struk/ hasil cetak,
maka penghitungan dinyatakan sah.

Pasal 34

(1) Keberatan Calon secara tertulis disampaikan paling lama' 3 (tiga) Hari
setelah penghitungan suara kepada BPD melalui Panitia Pemilihan.

(2) BPD bersama Panitia Pemilihan menyelesaikan keberatan Calon paling
lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima keberatan.

(3) Dalam hal BPD bersama Panitia Pemilihan tidak menyelesaikan keberatan
Calon atau Calon tidak menerima hasil penyelesaian sebagimana dima%csud
pada ayat (2), maka Calon dapat melanjutkan keberatan kepada Bupati.

(4) Keberatan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara
tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3
(tiga) Hari.

(5) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan fasilitasi/mediasi terhadap
keberatan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Apabila hasil fasilitasi/ mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
diterima, maka Panitia Pemilihan Kabupaten meloporkan hasil
fasilitasi/mediasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam
penyelesaian sengketa.

(7) Laporan hasil fasilitasi/mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah menerima
keberatan.

(8) Bupati menyelesaikan sengketa paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah
menirima laporan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 3
Calon Terpilih

Pasal 35

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara
sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih,

() Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang
sama lebih dari 1 (satu) calon, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan
wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

I

(3) Dalam hal Calon bertempat tinggal pada wilayah yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan
urutan rangking hasil ujian kompetensi pada saat penyaringan bakal
calon,
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(4) Dalam h:fll jurn}ah Calon terpilih yang memperoleh suar

(5) Dalam ha}l juml_ah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak y

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 36

(1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa
kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.

(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada
Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia
pemilihan.

(3) Dalam hal Panitia pemilihan tidak menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka BPD dapat menyampaikan Calon Kepala
Desa Terpilih kepada Bupati berdasarkan Calon yang peroleh suara
terbanyak dari jumlah suara sah.

(4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan
Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima
laporan dari BPD.

(5) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka Bupati dapat menctapkan pengesahan dan pengangkatan
Kepala Desa berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia
pemilihan.

(6) Dalam hal Panitia pemilihan dan BPD tidak menyampaikan laporan
scbagimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menetapkan
pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dari Calon yang memperoleh
suara terbanyak dari jumlah suara sah berdasarkan hasil perolehan suara
E-voting.

(7) Bupati melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh)
hari setelah diterbikan Keputusan Bupati dengan tata cara sesuaj dengan
peraturan perundang-undangan.

(8) Bagi Calon Kepala Desa Terpilih yang berasal dari unsur TNI /POLRI harus
mendapatkan surat pemberhentian dinas keprajuritan dari pejabat atau
atasan yang berwenang sebelum dilantik.

(9 Dalam pelantikan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Bupati dapat menunjuk Wakil Bupati atau Camat untuk melantik Calon
Kepala Desa di wilayah masing-masing. -

Pasal 37

(1) Panitia pemilihan yang tidak menvampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) mendapatkan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) BPD yang tidak menyampaikan laporan scbagaimana dimaksud da]
Pasal 36 ayat (2) mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan pcratui:;]
perundang-undangan.

BAB 1v
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 38

(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa
jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Aparat Sipil Negara darj
Pemerintah  Daerah scbagai penjabat Kepala Desa sampai dengan
ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati, berasal dari
Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah Yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(8) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.

(4) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa
terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan
kepala Desa Yang diberhentikan.

Pasal 39

(1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.

(2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

(3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri dari unsur Perangkat
Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan bukan
anggota BPD yang berjumlah ganjil paling rendah 5 (lima) orang dan paling
tinggi 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan wilayah
Dusun dengan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2).

(4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD,

(5) Panitia pemilihan }tepala Desa antar wakty sebagimanag dimaksud pada

ayat (3) mempunyai tugas:

a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa
antar waktu;

b. menerima pendaftaran bakal calon kepala Desa antar waktu dan
kelengkapan persyaratan administrasinya;

€. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon kepala
Desa antar waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku;

d. menetapkan Jjadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan
berdasarkan tahapan pelaksanaan; .

€. melaksanakan seleksi tambahan;

f.  melaksanakan Pendaftaran Pemilih;

8 mengajukan Rencana Anggaran Biaya pemilihan kepala Desa antar
waktu kepada Penjabat Kepala Desa dengan beban APB Desa;

1, menctapkan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang dimintakan
pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagainCalon yang

berhak dipilih;
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j.- membuat laporan hasil kegiatan sam

Kepala Desa antar waktu kepada BPD;
k. menyusun berita acara pemilihan kep
membuat laporan pertanggungj
Penjabat Kepala Desa.

pai dengan sclesainya pemilihan

ala Desa antar waktu;
awaban penggunaan dana kepada

—
.

Pasal 40

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon
waktu.

Pasal 39 ayat (3)
Kepala Desa antar

(2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu menjadi calon kepala
Desa antar waktu ditetapkan paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling
tinggi 3 (tiga) orang calon.

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi
tambahan.

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) terdiri atas:
a. memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan Desa;
b. tingkat pendidikan; dan /atau
C. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.

(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang,

panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh)
Hari.

(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua)
orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa
sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 41

(1) Calon Kepala Desa antar waktu wajib memenuhi persyaratan sama dengan
persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengajukan surat permohonan kepada BPD melalui Panitia pemilihan

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (4).

Pasal 42

(1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
a. pelaksanaan; dan
b. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD
paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak
kepala Desa diberhentikan;

C. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjat_Jat k;pala Desa
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
panitia terbentuk;
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(3)

(4)

(5)

©)

(7)

d. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pcnjabat kepala Desa
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) Hari terhitung scjak
diajukan oleh panitia pemilihan;

e. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa olch panitia
pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

f. penelitian Kkelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh
panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan

g. penctapan bakal calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan
paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon
yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan
sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Tahapan pelaksanaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang
teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah
Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan
peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat
atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh
musyawarah Desa;

d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan
kepada musyawarah desa;

e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

Peserta musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat berasal dari:
tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat.

BTER™ Mo me a0

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwakili paling
tinggi 5 (lima) orang dari setiap Dusun.

Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa
dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di
Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui
musyawarah Desa oleh Panitia pemilihan kepada BPD dalam jangka
waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon
kepala Desa terpilih;

b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua
BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima
laporan dari panitia pemilihan;

C. penetapan pengesahan pengangkatan kepala Desa antar waktu dengan
keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puuh) Hari setelah menerima

laporan dari BPD; dan
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BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 43

(1) Dana penyelenggaraan pemilihan kepala desa ditanggung oleh Pemerintah
Daerah bersama Pemerintah Desa.
(2) Dana dari Pemerintah Daerah

administrasi, honor panitia pemilihan

» operasional tim/panitia kabupaten,
dan peralatan penye

lenggaraan pemilihan kepala desa.

(3) Dana yang berasal dari Pemerintah Desa ditetapkan dalam APB Desa

untuk kebutuhan opcrasional panitia pemilihan dan pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara.

(4) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa
dibebankan pada APB Desg_ '

(S) Biaya pemilihan ke

6

~

Apabila pengguna,

an dana diluar ketentuan m
ketentuan peratu

aka dikenakan sanksi sesuaj
ran perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI

(1) Calon Kepala Desa yang melakuka
a. peringatan tertulis apabila pelaks
walaupun belum terjadi gangguan;

b. penghentian kegiatan kampanye; dan

C. pidana bagi calon yang melakukan tindak Pidana berdasarkan
peraturan perundang—undangan.

(2) calon Kepala Desa yang dikenakan san

Sampai ada putusan yang telah mempuyai

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP '

Pasal 45

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaky:

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2015 Nomor 13); dan
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15 Tahun 2017 tentang Perubahan Ata
1 o 2 JPU PR, NN dewniren B e 118 deuins LR anic =
1J LAaLul ZU 10 Lwiiwdalty rcaollidl
(Berita Daerah wWabupalen Banlaeng

-

b, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor
. Peratuiail Bupati Bantaciig NOMoi
pelaksanaan Pemilihan RKepala Desa
Tahun 2017 Nomor 15,
dicabut dan dinyatakan tidak berlalu,

-

Dgagal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga diundangian.
le

.......... J -ensle &

1
Agar setiap orang mengetahuinya memerintah ! C
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten bantac

Ditetapkan di Bantaeng
7 phdd tagipal, 28 JusZr19.
AN

- e mesammia
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